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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kelas 1A 

Padang adalah karena Termohon I melakukan pemalsuan terhadap 

Akta Cerai, yang merupakan salah satu dokumen persyaratan wajib 

yang harus dipenuhi oleh Termohon I dalam proses pendaftaran 

perkawinannya dengan Termohon II. Dalam konteks ini, KUA Padang 

Timur menilai bahwa pihaknya telah dibohongi dan ditipu oleh 

Termohon I akibat tindakan pemalsuan terhadap dokumen 

persyaratan perkawinan tersebut. 

2) Akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yang 

memutuskan pembatalan pernikahan tersebut adalah perkawinannya 

harus dibatalkan dan akta nikahnya harus dinyatakan tidak 

berkekuatan hukum atau batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. 

Oleh karena itu, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, 

perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dinyatakan batal 

dan tidak bisa dilanjutkan lagi. 



 
 

 
 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran 

atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu: 

1) Kantor Urusan Agama yang menerima pendaftaran kehendak nikah 

diharapkan dapat lebih berhati-hati lagi dalam memeriksa 

persyaratan dokumen persyaratan perkawinan supaya tidak ada lagi 

persyaratan yang dipalsukan oleh setiap orang yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

2) Bagi masyarakat perlu memahami aturan tentang pernikahan dan 

pencatatan pernikahan serta perlu adanya sosialisasi kepada 

masyarakat yang harus ditingkatkan. Penulis menganjurkan supaya 

masyarakat dalam melengkapi persyaratan perkawinannya agar jujur 

dan tidak memberikan persyaratan yang dipalsukan.  
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